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Abstrak: Perbvncangan  hukum  kelusrge Tolam
Misusmya  persoalon  tenbang  wali  wddak  dan
kebebsan perespuan lerus menggpelinding. Apalagi
ddariga isu gender mainstream den human rights
rlalum beberapa diesswarss ferakitr ini mirdpai beloh
memberikan negresa bary dalam permalunman Fackam
kelwargn di dumnin muslim. Oleh karena ihu, devigan
metode komparatif fentu sangel wrgen membahas
persoalen ind dalam perindang-undangan negara
muslim modern seperti Molrysia, Maroke, Tumisia
dan  Syirie. Adamya faklor amitan  masyerake!
terhadep sumtu madhheb ekum  dan realitas di
bmowlh  perjujahan  olowiel  penjajeh  fermyoda
berimplikast  pada keheranjaken  figh  yany
melglirkan produk perundiorgan hukum keluarga
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FRA WACANA

Tulisan ini berusaha menjelaskan eksistensi wali nikah
dan kebebasan perempuan yang lermuat dalam
perundang-undangan hukum  keluarga modern di
negara-negara muslim, yaitu Malaysia, Maroko, Tunisia
dan Syiria. Untuk tujuan itu, tulisan ini diawali tentang
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esensi sebuah perkawinan atan keberadaan sebuah
keluarga kemudian mendeskripsikan tentang wali nikah
dan kebebasan perempuan itu dalam kajian figh
madhhab empat sebagai starting point untuk iebih jauh
melihataya dalam sefling nistoris dan perbandingan di
antara negara-negara muslim tersebut dan  diakhiri
dengan kesimpulan.

ESENSI PERKAWINAN

Pembahasan tentang wali nikah dan kebebasan
perempuan tentulah harus melihat dan menghubungkan
dengan persoalan perkawinan secara komprehensip,
sehingga suatu perscalan tersebut tidak Lersifat parsial.
Oleh karena itu, persoalan tersebut perlu dikorelasikan
dengan status perjanjian nikah (akad nikah) dan tujuan
perkawinan itu sendiri.

Tentang perjanjian perkawinan secara jelas
disinggung dalam al-Cur'an sebagai sebuah perjanjian

vang kuat (mithdgd ghalizd) : e e
e i Gl ,_‘?'_. Ozl

“oaonlan mereka  (isteri-isterimua)  telah

mengambil dari kamu perjanjian vang kuat”.}

Yang dimaksud dengan perjanflan vang kuat
menurut al-Tabari falah perjanjian yang diterima wanita
dari suaminya pada waktu akad nikah. Perjanjian ini
adalah sebagai fitrah ildimysh untuk kelangsungan
manusia. Karena salah satu tanda kekuasaan Allah
adalah adanva pernikahan yang memunculkan rasa
tenteramn  dan saling kasih sayang. Tentu hal ini
merupakan sesnatu yang paling kuat untuk menjadi

L al Nimd TH): 21,
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pedoman kedua calon khususnya perempuan dalam
meninggalkan kedua orang tuanya, saudara dan semua
L'.elu.a.tga untuk kerelaan menjalin hubungan ﬂengﬂn
lelaki lain (bukan keluarga) dalam membagi suka dan
duka, Sesungguhnya perempuan tdak 2ken man
meninggalkan semua keluarganya untuk hidup bersama
suaminya, kecuali karena dia percaya bahwa
hubungannya dengan suami lebih kuat dan lebih
menenangkan hat dari siapapun. Hal ini akan dirasakan
dan dimaknai sebagai hubungan kemanustaan.?

Dalam al-Qur'an kata mithigi ghalizi diternukan
hanya pada tiga tempat, Yaitu 1) surah al-Ahzab (33):7
¥ang digunakan untuk menunjukkan peranjian Allah
dengan sejumlah Nabi, 2) al-Nisa' (4):154 digunakan
untuk perjanjian Allah dengan kaum Yahudi, dan 3) al-
Nisa' (4):21, digunakan untuk menunjuk perjanjian
perkawinan. Adanya transaksi atau ikatan suci di antara
laki-laki dan perempuan diasumsikan dﬂngan kegacian
hubungan Allah dengan pilihannya. Karena italah
sebuah perkawinan adalah pembentuk organisasi kecil
yaitu keluarga yvang merupakan cikal bakal masyarakat
dan sebuah kontrak antara dua pasangan yang setara dan
mitra sejajar. Tidak ada konsep perkawinan sebagai
sebuah sakramen, kalau disepakati oleh kedua individu
bisa diakhiri, walau hal itu tdak disukai Mabi.

Adapun  tujuan perkawinan ada tiga vang
diisyaratkan oleh Alqur'an yaitu: melangsungkan
kelangsungan hidup (reproduksi) manusia, dapat dilihat
dalam al-Shard (42):11, al-Rim (30):21, al-Tiriq (36):6-7,
dan tujuan pernikahan untuk pemenuban kebutuhan

Tighil ahe-Malim Ald Shoggal, Fufelr wlMarsh F Gsr alRisalah,
As'md Yasin (Feny), Jakercn:Gema Insani Fress, 1999, e Bk
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selsual, misalnya dalam al-Bagarah (2):187 223 dan al-
Mur  (24)33. Tujuan ketiga adalah memperoleh
ketenangan, cinta dan kasih sayang, misal dalam al-Riam
(300:21. Dari surah al-Qur'an itu jelas bahwa tujuan
perkawinan dalam Islam adalah sangat mulia dan
melahirkan konseluensi hukum yang luas, baik bagi
kedua calon suami istri maupun lingkup yang lebih luas
yaitu masyvarakat Karenanya suatu perjanjian nikah
mestilah dilakukan oleh pihak yang sadar dan penuh
kematangan, demi merealisasikan tufuan perkawinan
sehagaimana tersebut.

PANDANGAN FIQH TENTANG WALI NIKAH DAN
KET'EBASAN PEREMPUAN

Secara umum, dikalangan para imam madhhab tidak
terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali
dalam pernikahan. Mereka berbeda pendapat di dalam
menentukan apakah seorang wali memiliki kompetensi
absolut { hak fjhir) atankah tidak.

Abi Hanifah -sebagaimana dikutip al-Sharakhsi-
membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya
ataupun melakukan pembatalan nikah jika jelasjelas
suaminya tidak memenuhi syarat pernikahan, seperti
syaral kafa'afd, Hal tersebut didasarkan pada sthar ol-
gahibch yaitu kasus seorang wanita menikahkan anak
perempuannya kemudian disetujui oleh Al® dan kasus
‘A”ishah menikahkan anak perempuan Hafsah.

O - o By g b ol e i

Hllilpl! H.'ﬁ“ ﬂﬂﬂ Aearirialy EH] & H1 pTSamiEan
atan kesederajatan dalam agama, masah, merdeka, bana dan bk
buruk sifat dan wajahvya serts laimmya. Likat Abd Zaheah, A fwdl al
Shakhaivyal, (Feirat: D al-Fikr, 11), 156
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Lebih lanjut, Aba Hanifah berpendapat bahwa
seorang wanita baik yang berstatus gadis (lkr) atau janda
(thayyib) mempunyai hak menentukan dan memilih
sendiri calon suaminya. Bahkan, bila diketahui suatu
nernikahan  dilaksanakan tanpa persetujuan  pihak
wanita, maka agad nikah Hdak Lisa dilanjutkan,
meskipun atas prakarsa wal.

Hal di ates, didasarkan pada kasus Khansa binti
EKhidim yang tidak setuju dengan calon suami pilihan
bapaknya, sehingga Rasul membatalkan perkawinan itu
dan harus persetujuan kasus Khansi bini Khidim.
Dasar lainnya adalah tentang hadis secrang wali boleh
menikahkan gadis dengan syarat setuju dengan
perkawinan itu, tanda persetujuannya dengan diamnya,
bila menolak gadis tidak boleh dipaksa’ Di samping
kedua dall di atas, pendapat Abd Hanifah juga
didasarkan pada pertimbangan bahwa pilihan
perempuan  sendiri  lebih  menjamin  kebahagiaan
dibanding pilihan walinya®.

E -
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munhhhnlyl. Likar Ibn Hajr sl-‘Asgalani, Fagly /- X {mp.:
Marha'sh Saladfiyah, co), 100-0i
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Sedangkan Imam Malik, berpendapat, wanita tidak
hisa menikahkan dirinya sendiri. Menurutnya, kehadiran
wali dalam suatu pernikahan mutlak diperlukan

Hanya saja, menurut Imam Mahk, wali tidak boleh
hersikap otoriter dalam menentukan pasangan anaknya.
Wali harus bersikap akomodalif terhadap pilihan
anaknya. Lebih jauh, Imim Malik memberikan porsi
kepada wali sesuai dengan kualifikesi dan stratifikasi
anak.® Bila seorang wali akan menikahkan anaknya yang
berstatus janda, maka ia harus lebih dahulu mendapat
persetujuan yang tegas™. Bila anak yang akan dinikahkan
itu berstatus gadis, maka hanya bapaknya sendiri saja
vang memiliki hak jhir. Sedanzkan wali lainnya Hdak
mempunyai hak ifhir sechingga harus ada persetujuan
dari gadis itu. Pendapat tersebut di dasarkan pada
hadith:

Mo U]y Lo 3 D3l Sy gl or Vit 3T Y

Hadith di atas menyatakan bahwa janda lebih
berhak dibanding walinya, schingga seorangh wali harus
mendapatkan persetujuan darinya. Sedangkan bila
anaknya berstatus gadis, maka wali cukup memberi taha
safa.

Menurut Imim al-Shafi'i, kehadiran wali menjadi
salah satu rukun nikah, sehingga sebuah perkawinan
tanpa adanya wali tidak sah® MNamun demikian wali

® ol-Jazayd, Kirab al-Figh %l Madhthib o ArbatehVol 1,
{Beirut: Dhir al-Kitab al-Timiyyah, 1990), 35

AlLibvat Sajally Moslio, hadith 1421 wol 2, 1037,
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o gl-Pavied, al-Mafmid® § Sharfy al-Mubaddab, vol 17, (Beirur
s ab-Fis, 1996), 306

2 al-Fhafi'r, at-Limy lsmail Yelob (Teq),¥I1, (Jalars: to.p,
19563, 151



Huda, Walf Nikah, .., a7

tidak bolech mempersulit perkawinan, bila calon suami
telah memenuhi syarat kafd'sh. Pendapat ini didasarkan
pada QS. al-Bagarah (2):2324, al-Nisi'(4)34 dan 25.
Begitu juga hadith ‘A’ishah'> |, tentang ketidakabsahan
perkawinan tanpa wali serta he-he_rapa athar al-sahibah.
Dralam kasus perkawinan yang tidak memiliki wali nasab
dapat digantikan dengan wali hakim, e

Untuk melihat pendapat al-Shafi'i tentang porsi
relasi wali dengan anak perempuan dapat dilihat dari
kateporisasi yang i buat. [a memetakan wanita dalam
tiga katagorisasl, vaitu gadis belum dewasa, gadis
dewasa dan janda. Untuk gadis belum dewasa ini
seorang wali boleh menikahkan gadisnya walau tanpa
sepengetabnan perempuan gadis  itw asal
menguntungkan perempuan sendiri, dan wali sama
merugikan.” Argumen keberadaan hak §kdr  ini
didasarkan pada hadith fi'liyeh nabi yvang menikahi
“A'ishah ketika belum dewasa® Namun gadis belum
dewasa ini berhak mermilih {khivir) kelak kalau dewasa.

B [bn Hapr al-'fegating, Fark of.Binr, 90,
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Untuk perkawinan padis dewasa, al-Shafi’i
menetapkan bahwa wali perlu melakukan konfirmasi
kepada gadis yang telah dewasa, meskipun hal tersebut
bukanlah keharusan tapi sekedar pilihan. Penetapan ini
didasarkan pada inferensi secara mafiuim muchalafeh dari
hadith yang menyatakan janda lebih berhak dibanding
walinya Sedangkan untuk menikahkan janda, wali
harus mendapat izin secara tegas dari janda tersebut. Hal
tersebut didasarkan pada pernikahan Khansid binti
Khidam.

Senada dengan Imam Mailik dan al-5hafi'i, Imam
Hanbali berpendapat, bahwa keberadaan wali dalam
perkawinan merupakan rukun nikah. Artinya, sah
tidaknya suatu perkawinan sangat ditentukan dengan
ada dan tidaknya wali.® Hanya saja menurutnya, ketidak
hadiran wali nasab yang lebih dekat (agrab) dalam suatu
perkawinan karena alasan tertentu atan disebabkan
memang sengaja mempersulit perkawinan, maka wali
vang lebih jauh atau hakim bisa menggantikannya.®

Dari paparan di atas, dapat diketahui secara detal
bagaimana pendapat masing-masing imidm madhhab
berikut argumentasi yang mendukungnya, Menurut
penulis, memang masing-masing mengemukakan
argumentasi yang bersumber dari al-Chur’an, sunnah dan

» il WA 5 gy it By gy o i el
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athar al-sahateh, namun terkesan masing-masing tidak
berupaya menampilkan keseluruhan adillah, sehingga
diperaleh pemahaman yang holistik dan komperhensit.
Abi  Hanifah misalnya, membolehkan wanita
menikahkan dirinya tanpa wali, hanya mengemukakan
mags yang mendukungnya saja, sebaliknya, ness lain yang
vang mengharuskan adanya wali, tdak ia tampillean
Sementara adanya hak ijbir wali baik dari pendapat al-
Shafi'i, Malik, dan Hanbali hanya mengambil makna
irplisit (mfhim mukhilafe) dari hadith yang digunakan
Abd Hanifah untuk menctapkan larangan ijbdr. Sebagai
tawaran kompromi (al-jem’ wa al-fmofig) patutlah dicatat
ungkapan Khoiruddin Nasution :

S Komproml yang mungkin dilakukan
adalah, pertana, bahwa nikah dengan wali atau
ijinnya dan persetujuan mempelal sebagai ideal
Islam, sementara pernikahan tanpa wali atau
ifinnya dan tanpa persetujuan mempelai sebagad
kasus temporal vang praktis sifatnya, karenanya
merupakan pengecualian. Kedus, boleh jadi
kebalikan dari alternatif pertama, bahwa
pernikahan tanpa wali atau ffinnya dan tanpa
persetujuan mempelai sebagai ideal Islam,
sementara kasus nikah dengan wali atau finnya
dan dengan ijin mempelai sebagai  kasus
temporal yang praktis sifatnya. Ketiga barangkali
nikah tanpa wali sebagai ideal Islam. Keempaf,
wanitapun boleh menjadi wali nikah. Tetapi
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hampir dapat dipastikan bahwa kawin paksa
dan nikah dibawah umur bukan ideal Islam.

WALI NIKAH DAN KEBEBASAN PEREMPUAN
DALANW HUKUM KELUARGA NEGARA-NEGARA
MUSLIM

Hukum Keluarga Malaysia

[slam dinyatakan sebagai agama resmi di Malaysia.
Secara vyuridis - administratif, pengawasan dan
implementasinya diserahkan pada seorang sultan melalui
lembaga semisal peradilan. Namun demikian, negara
menjamin bahwa setiap kelompok agama berhak
mengurusi masalahnya sendiri.
Teks pasal yang berkenaan dengan ini
menyebuthkan:
“Hukum [slam serta hubum pribadi dan keluarga dor
orang-orang beragama [slom, ftermasuk hukum Islom
vang herkemaan dengan warisan, ade Hdalnye warisan,
perfunangan, perkeusmen, percergian, perwalian,
pemberian, pembagian harta benda dan barang-harang
vang dipercayakan, wakaf [slam, pemeriuan  dan
pengaturan dana sosial dan agama, permnfiar wali dan
pelembagnan orang-orong  berkenaan dengan lembaga-
lembaga agana dan sosial Islam yang seluruhrya
beroperast didalam megard, adat Mgiuyi.l, zakatl fitrah,
dan beitul mal atau pendapatan [slam yang serupa
dengam i, "2

#  Ehmruddin MNaswios, “Mensikapi EKinb-Kimb Fikik
Epnvensional dalam jamin Hak Wanita Menenukan Pasangan
Hidup®, dalam af-Sefeah Mo, B Th, 2001, 144-145

4 Fred B. Yoo der Mehden, i Talase o ia™,
dafam John |, Esposito (Ed), Aréangiiom mmm
{Jalessiz: Bulan Eiul-us, lm},.zﬁ-’
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Mayorites muslim di Malaysia adalah pengikut
madhhab Shafi'i. Hal itu terlihat jelas dalam prakiek
kehidupan beragama khususnya dalam hukum abodl al-
shakheryyah meliputi hukum keluarga dan hukum waris.
Walau demikian, dalarm realitasnya pengawasan dan
irnplementasi hukvm Islam ini harus atas kendali Sultan-
Sultan yang memimpinnya mengingat Semenanjung
Malaysia pada waktu itu memang dikuasasi beberapa
kerajaan Islamn yang dipimpin langsung oleh Sulban
seperti di  kerajaan  Johor, Malaka, kelantan dan
Trengganu,

Selama penjajahan Inggris, sistem regulasi terjadi
perubahan dimana bentuk dan peraturan lokal yang
berhubungan dengan praktek hukum lslam seperti
pengadilan shari'ah tentang perkawinan, perceraian dan
kewarisan mengikuti model Inggris. Keadaan tersebut
berlanjut sampai Malaysia meraih kemerdekaan.

Setelah dapat melepaskan diri dari Inggris dan
pemerintahan Malaysia berbentuk federal 1963, telah
banyak usaha untuk merespon masyarakat untuk
membuat Undang-Undang Hukum Keluarga seperti di
negara bagian Johor dan Trengganu yaitu Administrasi
UL hukum Islam dan juga negara bagian lainnya scperti
Kedah, Malaka, Negeri Sembilan, Penang, Perlak, Perlis
dan Selangor dengzn administrasi UU hukum muslim.
Begitu juga di negara bagian Serawak dan Sabah di mana
muslim minoritas, tetap memberlakukan UU Mahkamah
Melayu 19155

M Jokn I it (Ed), Ercgklopedi Oxford Dumdia felam
Modern, T, (Takarta Mizam, 20000, 32%

& Tuhir Mahmood, Persona! Lo o fafamee Connnles, {Mew
Drelh: Acsilemy of Law and Religion, 1087), 20,
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Selama tahun 71983-1985 terjadi usaha untuk
menyegarkan legislasi di Malaysia dalam bidang Hukum
Keluarga yang diterapkan di beberapa negara baglan.
Undang-undang Hukum Keluarga [slam 1984 ini berisi
135 pasal yang terbagi dalam 10 bagiar. ®

Di daiam perundang-undangan Malaysia baik
Undang-undang Persekutuan (federal) maupun di Hap-
tiap negara bagian, wali nikah ditetapkan sebagai salah
satu rukun akad perkawinan. Hal tersebut mempunyai
konsekwensi, apabila perkawinan dilaksanakan tanpa
adanya wali maka tidak dapat dilaksanakan

Sedangkan pengertian wali di sini adalah wali
nasab, yaitu keturunan dari yang paling dekat sampai
seterusnya. Apabila terjadi persoalan atau kasus tertentu
sehingga wali nasab tidak bisa menikahkan, maka dapat
diganti wali hakim. =

Sedangkan persoalan kebebasan perempuan dalam
memilih jedohnya, Hukum Keluarga di Negara Bagian
dan Persemakmuran menetapkan bahwa sebelum wali
menikahkan, ia harus mendapat persejutujuan

Bl 221

B Sebagpsdmens hasil penclitian Ehaimuddin  Masution sentang
pestandimman  hukum ke antera  Indoncsia  den  Malaysia,
dieehuikos dalasm heheraps UL negars ITuHilqﬂn. oo
mtllnr-gIdl.- 1552, UL Hslam amip [958, .ﬁ.g.rm-
lalem Fahang 1956, nntuk hhﬂhﬂsl,mm
Che lalomm Pulaw P 1955, Untuk Oveng Islam Mepesri
kﬁhmw-ﬂ Endah 9652, ULf oomk Orang Peelis
19, U uniake Orang Perak » UL Mahkamah Syari‘ah dan Sebab-
schab Hal Ihwal Sisvd-lsierd Kelantand®6d dan & Addal dan Melnyu

knlantan 106§ das UL [elam Jabor 1978, tmbisys mensyamikan wali
dalam perkawianan sena m;mnﬁgxﬂmm@u.mm
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perempuan yang di bawah perwaliannya. Bila wali
melanggar ketentuan tersebut maka bisa didenda
maksimal 00 Ringgit atau penjara maksimal enam
bulan atau kedus-duanya. Akan tetapi dalam beberapa
UU negara bagian masih ada juga yang mengaloui
adanya hak fbir dari wali yaitu bapak seperi LU
Kelantan ©

Huokum Keluarga Maroko

Maroko adalah sebuah negara kerajasn yang terletak di
bagian Barat Laut Afrika. bagian Utaranya berbatasan
dengan Mediterania, bagian Timur berbatasan dengan
Aljazair, bagian Tenggara dan Selatan berbatasan dengan
Sahara Prancis dan Spanyol, sedangkan bagian Barta
berbatasan dengan Samudera Atlantik =

Penduduk asli negara ini adalah Barber, yaitu
masyarakat kulit putih dari Afrika Utara yang konon
masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah
dan merupakan penganut agama [slam bermadzab
Malilki. Penaklukan Maroko oleh. bangsa Arab baru
terjadi pada abad ke 7 - 8, Dari situlah segera terjadi
arabisasi di negara ini, termasuk dalam masalah bahasa,
dimana bahasa Arab merupakan bahasa administrasi dan
kebudayaan, serta bahan pengantar dalam dunia
pendidikan.

Antara tahun 1912-1916 Maroko berada dibawah
dominasi politik Perancis dan Spanyol, tentu saja sistem
kedua negara ind banyak mewamad hukum lokal yang
berlaku di negeri tersebut terutama dalam hukum Sipil.
Adapun hukum keluarga Islam, masih mengacu kepada

o Fhid, TEL
N Willaim P (Ed), Enciciapedi Boitanica, Masecco, 8.
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madhhab Maliki. Namun demikian karema besarnya
pengaruh hukum Spanyel dan Perancis maka hukum
Keluarga Islam juga sedikit diwarnai kedua sistem
mkom tersebut disamping hubkum lokal vang ada.
Melihat kondisi bukum Keluarga Islam semacam ind,
maka negara terpanggil untuk melakukan kodifikasi
hukum sekaligus untuk melakukan reformasi hukum
keluarga yang hal ind sangat intens ketika maroko dapat
melepaskan dari belenggu penjajah.

Tindak lanjut dari upaya menegembangkan
kodifikasi hukum keluarga adalah pada tangal 19
Agustus 1957 pemerintah Maroko mendirikan komisi
vang bertugas untuk menyelesaikan draf tentang
undang-undang hukum keluarga. Sumber draf ini adalah
prinsip-prinsip dari madhhab Malild, khususnya konsep
maglahah  mursaleh  dan  Undang-undang vang
diberlakukan dinegara muslim lainnya® Rancangan
tersebut kemudian resmi menjadi UU pada tahun 1958
yang di beri titel Mucdduwneraf al-Abgod] al-Shakhsiyyah vang
terdiri dari 300 ayat dalam enam bagian 2

4 dalam Hukum Keluarga Maroko, wali nikah -
sama halnya dengan Malaysia- menjadi rukun
pernikahan. Kalan terjadi kasis, seorang wali Hidak maun
menikahkan maka bisa di ganti wali hakim dengan syarat
sckutu (kafi'ah). Akan tetapi persoalan sekufu di sini
berbeda pengertiannya dengan konsep dikenal dalam
fikh. Kafd'ah yang biasa dipahami sebagai kesederajatan
dalam hal yang bersifat gengsi dan materialistis seperti
dalam nasab, harta, merdeka dan status Muslim ternyata
berpindah dalam persoalan yang bersifat psikologis

B Takbr Malmond, Personal Law, 118,
1 fhid,
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sosial seperti adanya rasa cinta dan sudah berhubungan
erat.  Untuk lebih jelasnya, UU Maroko pasal 13
menyatakan;

“Kelau walt nasab menghindar menjadi wali, hakim

bclehy memalsanya. Kolaw sudeh dipaksa tetap Hdek

berkerian, hokim berhak menjadi weli bagi twerita

tersebud, demgan syurel ada mahar yang panies dan

nikah dengan laki-laki yang sekuefu ™

Adapun perscalan sekufu memang tdak lerlepas
dengan kondisi dan lingkungan yang mengitarinya.
nikah terjadi, namun dalam kondisi dewasa ind seloufu di
Maroko diartikan asal dapat memberikan mahar yang
pantas dan dapat memberikan nafkah kelak kalau sudah
berkeluarga. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan
konsep sekutu figh, karena dalam kenyataannya sekufu
dalam nasab, harta, merdeka, baik muka dan sebagainya
ternyata bisa saja hilang dan berubah dalam perjalanan
berkeluarga nanti sehingga praktis tidak berdampak
hukum apapun. Artinga akad nikah yang telah
berlangsung tetap sah dam mengikat walaupun materi
sekufu telah berubah total. Yang masih sangat diakui
sebagaimana yang 2da dalam dalam konsep figh klasik
adalah materi status Muslim dan berpendidikan agama
tinggi dianggap merupakan materia kafi'ah yang paling
dominan.

Tentang kebebasan perempuan dalam perkawinan,

perundang-undangan Maroko kurang fegas karena
disatu sisi melarang adanya nikah paksa, disisi lain

¥ Francods-Paul BLANC, Movdswans Code o Sttt Personne!
et wew Seceessfons, Edition Frapco-duub, (Lo.pt Sockepress-
Univessite,t.i), 43-49. Libat juga Tabir Makmood, persoasl few, 120
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masih diberlakukan adanya hak {jbir.® Namun pada
intinya persetujuan calon diharuskan dan secara implisit
mengasumsikan adanya prinsip pelarangan nikeh paksa.
Eebolehan memaksa nikah (gbir) bukan alasan semata-
mata subyektifitas dari wali (bapak), akan tetapi karena
ada argumentasi lain yaitu bila tidak dinikahkan akan
terjerumus pada sikap fasad (kebejatan), sebagaimana
dalam UU Maroko 12 ayat (4) :

“Seorang wali, meskipun bepak, dilarang memaksa

arakrrya, meskipun masih gadis, yang sudeh dewoasa,

menikah tanpa izin dan persetujuan gadis, kecuali ada
kekehmativan gadis akan jatuh pads suatu perkmpinan
yarg fasad, Untuk kasus terakhir ini hakim yang berhak
memaksarya nikah dengan laki-laki yang sekufu sebagai
usaha preventif dari perbuatan fasad tersebut™ %
Hukum Keluarga Tunisia
Katika pertama kali [slam masuk ke Tunisia, mavoritas
masyarakat Tunis, terutama di kawasan Magribi, adalah
pengikut sunni yang bermadhhab Malikl.

Namun setelah kedatangan bangsa Turki yang
memerintah di Tunisia dengan membawa madhhab
Hanafi, maka sedikit demi sedikit balk melalui
kekuasaan pemerintaban langsung maupun melalui
scbuah sistem kedaerabhan memberi pengaruh penting di

negeri ini. Sehingga keberadaan pengilut madhhab
Hanafi dan Maliki keduanya saling berdampingan.

% Liket UU Maroke pasad 12 syst (2), dalam Bl Alami and
Himchlilfe, folumre Mardepe and Divonce Laws of Tiw Al Wadkd,
(Londoe: Klwer ow Inemantonal 1996), 200

b fibid,
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Ketika Perancis menguasai lunisia, Perancis
menyerahkan soalsacl hukum keluarga, misalnya
perkawinan, perceraian, kewarisan dan kepemilikan
tanah pada yurisdiksi sharifah yang dikepalai oleh
hakim-hakim Hanafi atau Maliki, sepanjang tdak
bertentangan dengan prinsip-prinsip peraturan hukum
Perancis.

Kondisi tersebut berlangsung dengan mulus
karena sccara poliis, upaya pengembangan dalam
berbagai bidang termasuk hukum keluarga sangal
tergantung pada peran ulama seperti Khiyar al-Din yang
berusaha memahami atas konsep dan perihal baru yang
datang dari Perancis. Di Tunisia, tercipta hubungan yang
harmonis antara ulama dan beberapa kalangan termasuk
pejabat Perancis. Keduanya bekerja sama dalam
mengembangkan berbagal hal seperti  administrasi
wakaf, publik dan menejemen zakat dan pajak.*

Setelah merdeka 1956, upaya bertahap untuk
membentuk hukom keluarga secara konprehensip terus
dilakukan. Pengembangan dan kodifikasi hukum
keluarga di Tunisia terus dilakukan. Materinya dalah
pemikiran hukum dari gabungan antara madhhab Hanafi
dan Maliki Usaha itupun berhasil dengan berlakunya
Undang-undang hukum kelvarga Majalla al-Akwdl al-
Shakhsiyyah tahun 19565

Tentang wali nikah, Tunisia tidak J:rhe.ngha.mskan
adanya wali dalam perkawinan Hal ini sesuai dengan
UU Tunisia pasal 3:

M Pk, EE-EA0
I Talule Malemeoed, Pereona faw, 162
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“Perkawinan hanya dapat dilakubkan dengan persefujuan
kedua mempelai, dar disakeikan dua orang sakst dan
eerimilah rrahar unbuk calon ister™

Dari pasal di atas tentang kebebasan perempuan
dalam perundang-undengan Tunisia dengan tegas
mewajibkan persetujuan calon sehingga hak pilih kedua
calon sangat diperhatikan.

Adapun eksistensi wali baru diterima bila dalam
kasus calon pengantin yang masih dibawah umur
kedewasaan Artinya keberadaan dan persetujuan wali
diperlukan, bila wali menolak untuk memberikan
persetujuan maka persoalan ini diserahkan kepada
pengadiland!  Adapun tentang persoalan  ksfd'ah
scbagaimana yang disyaratkan konsep figh AbQ Hanifah
ketika dapat menikah tanpa wali ternyata dalam
kebiasaan di Tunisia sudah tidak berlaku lagi. Kebebasan
memilih calon pasangan serta merta telah meniadakan
materi kafd‘ah sebagaimana yang diatur dalam figh klasik,
kecuali Pn.da hal Yang Memang secara ekplisit sangat
merugikan bagi perempuan,

Hukum Keluarga Syiria

Ketika Syiria di bawah kekoasaan Turki, seluruh
perundang-undangan dan sistem peradilan mengikuti
sistem Turki seperti pengundangan UU Sipil 1876 dan
hukum Keuarga 1917 yang notabene adalah mengikuti
madhhab Hanafi? Namun ketika Syiria dibawah

penjajahan Perancis, maka sistem perundangannya

# Tahir Mahmood, Law neformr io che Moslirn Wonld,
{Bambay: MM TRIFHATI PVT 19725, W07
A Taied.
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mengikud sistem Anglo-Perancis sehingga hal ini sedikit
mempengaruhi hukum  keluarga di Syiria. Dalam
wilayah hukum yang sensitif, Perancis menjadi kesulitan,
hal J.rllh’_'qﬂd.'l ketika Perancis mencoba menerapkan revisi
atas Undang-undang hukum keluarga yvang didacarkan
pada hukum Islam, para hakim muslim berkeras
menentangnya. Namun demikian akhirmya Perands juga
dapat menerapkan keteraturan yang lebih besar dalam
soal pengelolaan untuk mengendalikan amarah kaum
muslim di Syiria.

Syiria memperoleh kemerdekaan tahun 1947
Upaya reformasi disegala bidang terus dilakukan seperti
pemberlakuan Pidana, Perdata, UU Niaga 1949, Acara
Pidana 1950 dan Acara Perdata 1953. Upaya intens ini
dilakukan dengan mengadopsi dan mengambil sumber
dari berbagai perundang-undangan yang ada
sebelumnya Seperti Hukum Kelvarga Turki 1917,
Hukum Keluarga-Waris Mesir 1920-1926, dan dar Qadi
Damaskus, Shaykh Ali Tantawi berusaha mengawali
reformasi hukum ini sehingga dari draf yang ia susun
kemudian ditetapkan sebagai Qamin  al-ARtodl  al-
Shakhsnyyth pada 17 September 1953. Undang-undang
Hukum Keluarga Syiria ini terdiri dari 308 asal dalam
enam bagian,#

Tentang persoalan wali nikah dan kebebasan
perempuan  dalam perundang-undangan di Syiria
disebutkan jika wanita dewasa menikahkan dirinya
sendirl, tanpa persetujuan wali, perkawinan tersebut
adalah perkawinan sah kalau menikah dengan laki-laki
vang sekufu. Sebaliknya bila tidak sekufu, wali bisa

"-'juhl. L'Etpmim M.W{hﬂﬁ.... |
i Tahir Mahmeod, Personal Lo, 140
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membatalkan perkawinan itu. Seperti dalam UU Siria
No. 34 1975 pasal 27 :

*Permikahan seorang gadis dewasa dengan leki-laki yang

sekufu . lanpa perselujuan twali adalah sah. Kecuah

merekak demgan laki-laki yang tidak sekufi, walt berfak

menuniut pembatalan”. €

Mamun bila st wanita telah hamil, maka hak
pembatalan wali menjadi hilang. Apabila wali nikah
bukan dari bapak atau kakek, persetujuan calon
pengantin sangat dibutuhkan % Sekali lagi dalam konsep
kafa'ah di negara Timur Tengah pada umumnya adalah
atas dasar pemberian mahar yang pantas dan
diasumsikan dapat memberikan nafkah kelak. Namun
hal inipun masih dalam kondisi debatable karena
seandainya pada perjalanan keluarga nanti ternyata
nafkah kurang atau tidak dapat diberikan juga terserah
bagi kedua belah pihak, artinya pada kondisi tersebut
pernikahan masih tetap sah kecuali ada salah satu pihak
yang tidak setuju kemudian mengajukan pada Hakim.
Pada akhirnya hakim yang menilai perscalan ini.

POST WACANA

Diskursus wali nikah dan kebebasan perempuan di

negara-negara [slam dapat disimpulkan sebaga berikut:

|.Negara Malysia dan Maroko masih mengukuhkan
eksistensi walli nikah sebagai syarat wajib dalam
pernikahan.

4 El Alasai anal Hinchiaffe, fefarmic Mardape, 20
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2. Sedangkan negara Tunisia dan Syirla menerapkan
peraturan bahwa perkawinan sah, meskipun
dilaksanakan tanpa seizin wali.

3, Sedangkan tentang kebebasan perempuan, Tunisia
dan Syiria melarang pemaksaan dalam nikah
Sedangkan Maroko walaupun melarang nikah paksa
tapi masih mengakui hak ibir dalam pengertian
sempit, yaitu bila wali mengkhawatirkan gadis dalam
lembah nista (zina). Begitu juga Malaysia, secara
umum menolak kawin paksa, namun hanya pada UU
Kelantan yang masih mengakui hak ijbdr itupun harus
sekufu.

4. Penulis menemukan sebuah keniscayaan dari prinsip
taghayyur al-ahkdm bi taghayyur al-smkdm wa al-azminakh.
Kodifikasi hukum keluarga di negara-negara Muslim
sangat dipengaruhl aspek sosial masyarakat yang
berkembang dan aspek politis kolonial. Karena itulah,
Hukum keluarga di negara-negara muslim mengalami
banyak pm'uhalun dari konsep awalnva ﬁhingga;
memunculkan keberanjakan figh yang tercantum dalam
UU Hukum Keluarga negara tersebut.
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